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ABSTRAK 
 

Nama : Khoirunisa, NIM: 141300754, Judul Skripsi : Penyelesaian 
Pembiayaan Mikro Dalam Pembiayaan Piutang Bermasalah di (Studi di 
BMT El Hamid 156 Serang). 

BMT El Hamid 156 Serang dalam produk pembiayaan modal kerja yang 
didalam nya terdapat pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, dan 
pembiayaan perdagangan, dan ketiga produk itu semua pada BMT El Hamid 156 
Serang ada pada pembiayaan mikro. Sejauh ini BMT El Hamid 156 sudah 
berusaha menjalankan tugasnya sebagai perantara yang membantu melayani 
kelancaran peluang usaha para nasabah guna meningkatkan kualitas pelayanan 
di BMT tersebut, kadang kala selalu saja disalah gunakan oleh sebagian nasabah 
yang kurang berperilaku positif akan kepercayaan yang diberikan oleh BMT El 
Hamid 156 Serang tersebut atau ada juga yang tidak bisa menepati janji seperti 
saat sudah jatuh tempo tetapi nasabah tidak bisa membayar angsuran dengan 
alasan usaha yang dijalankan nasabah tidak lancar. Sehingga ketika nasabah 
sudah mendapatkan modalnya nasabah tidak bisa menutupi pembayaran 
terhadap BMT atas apa yang telah ia dapatkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 1) Apa Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pembiayaan 
Bermasalah Pada BMT El Hamid 156 Serang Dalam Pembiayaan Mikro? 2) 
Bagaimana Upaya BMT El Hamid 156 Serang Dalam Menangani Pembiayaan 
Piutang Bermasalah Dalam Hal Pembiayaan Mikro? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang 
terjadi Pembiayaan piutang bermasalah dalam pembiayaan mikro pada BMT El 
Hamid 156 Serang, 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan 
oleh BMT El Hamid 156 Serang dalam menangani pembiayaan piutang 
bermasalah dalam pembiayaan mikro. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 
sumber data dari kepustakaan dan lapangan. Dalam mengumpulkan data pada 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, menelaah dari 
sumber-sumber tertulis/buku, dan dokumentasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor yang 
menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT El Hamid 156 yaitu terlihat dari 
faktor internal dan eksternal, secara internal dimana pada BMT ini tidak 
menerapkan studi kelayakan yang sesuai dengan Standar Operasional prosedur 
atau yang di sebut dengan SOP, jadi ketika ada nasabah yang ingin meminjam 
pembiayaan pihak BMT kurang memperhatikan kriteria tertentu yang sudah 
ditetapkan oleh BMT sebelumnya antara lain disebabkan karena karakter 
nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur pembiayaan, 
nasabah tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan nasabah yang 
menurun, usaha nasabah yang tidak berkembang, jadi itu mengakibatkan 
kurangnya analisis yang didapat. 2) Dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah BMT El Hamid 156 Serang akan membangun kordinator khusus 
untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT juga akan intensif 
melalui telepon atau pun akan datang langsung ke tempat nasabah tersebut, 
pihak BMT akan memberikan tempo selama 3 bulan untuk nasabah melunasi 
angsuran pembiayaannya, tetapi jika si nasabah tersebut sudah meninggal dunia  
dan tidak ada ahli waris yang akan menanggung angsuran pembiayaan tersebut, 
maka BMT akan melakukan write off (hapus buku). 
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MOTTO 

 

 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya…” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 283) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Baitul Tamwil berasal dari kata bait artinya rumah dan tamwil 

artinya pembiayaan atau dalam bahasa inggris biasa disebut finance 

House Hingga saat ini belum diketemukan keterangan yang jelas 

tentang sejarah keberadaan Baitut Tamwil ini. Namun apabila 

diperhatikan praktik operasional yang dilakukan lembaga yang 

menggunakan Baitut Tamwil atau Finance House, seperti Al Kuwaiti 

Baitut Tamwil, American Finance House LARIBA, Gulf Finance 

House, Albaraka Turkish Finance House, Arab Finance House, dll, 

persis sama dengan lembaga yang menggunakan nama Bank Syariah.  

Baitut Tamwil kemungkinan telah ada di zaman Rasulullah 

ketika Dinar dan Dirham masih menjadi alat tukar diwilayah 

perdagangan yang semakin luas. Dinar dan Dirham itu ditaruh dalam 

kantung-kantung kain yang apabila harus selalu dibawa-bawa melalui 

padang pasir dan samudra akan akan sangat riskan dengan perampokan 

dan perompakan. Oleh karena itu, Irtifaqat manusia kemudian 
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mengantarkan kepada system penitipan dan pengambilan pada 

lembaga-lembaga penitipan yang kemudian dibentuk.  

Dengan latar belakang tersebut pada Sub Bab 27.1 dan 27.2 

maka baitul mal belum bisa menjadi institusi Negara selama zakat, 

infaq, shadaqah, dan wakaf belum menjadi urusan Negara. Demikian 

juga baitut tamwil selama belum diatur dalam per-aturan perundang-

undangan yang berlaku, masih merupakan institusi yang bebas dibentuk 

oleh siapa pun yang beritikad baik. 

Baitul mal yang keberadaannya sudah lama dikenal masyarakat 

muslim di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kegiatan masjid perlu 

dikembangkan dan dikelola secara professional. Penyaluran dana zakat, 

infaq, shadaqah, dan waqaf kepada 8 (delapan) asnaf perlu lebih 

diarahkan kepada kegiatan yang berproduktif. Sementara itu kegiatan 

baitut tamwil yang lebih bersifat komersial memerlukan sumber dana 

pelengkap terutama untuk menutup risiko bisnis yang sulit dihindari. 

Dengan demikian kombinasi baitul mal dan baitut tamwil akan dapat 

memenuhi fungsi komersial sekaligus terutama untuk bisnis mikro, 

kecil, menengah.
1
 

                                                             
1
 Karnaen A. Perwataatmadja, Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya, 

( Jakarta: PT Senayan Abadi, 2011) h. 235-237 
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 Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul 

peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. 

Operasionalisme BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan 

menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga 

keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk 

mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. 

 Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang 

hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya 

pengikisan akidah, pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari 

aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi 

masyaraat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Saw, “kekafiran 

itu mendekati kekufuran”maka keberadaan BMT diharapkan mampu 

mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

ekonomi masyarakat. 

 Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir 

atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat 

mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi 

yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap 

perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur 

yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang 
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masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan 

lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. 

 Dengan keadaan tersebut BMT setidaknya mempunyai 

beberapa peran: 

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. 

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti 

penting system ekonomi Islam.  

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus 

bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan 

mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, 

penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah 

atau masyarakat umum. 

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masayarakat yang 

masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu 

memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan 

segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih 

baik, mislanya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang 

sederhana dan lain sebagainya. 

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang 

merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat 
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yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu 

langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka 

pementaan skala pembiayaan, BMT harus memperhatikan 

kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis-jenis 

pembiayaan.
2
 

 Al-Mudharabah untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat 

disejajarkan dengan instrument pembiayaan obligasi/quasi equity 

seperti obligasi konversi). 

  Pengusaha proyek adalah pemegang amanah terhadap modal 

yang diterima dari pemilik modal (venture capital company) dimana 

modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadiah yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha saat 

melakukan proyek yang berkaitan dengan al-mudharabah adalah wakil 

pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka 

pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga 

keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah 

yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antar rekan 

perkongsian. Bagi hasil keuntungan ini nisbahnya (perbandingan, 

misalnya 66% : 33% untuk pemilik modal: pengusaha) ditentukan pada 

                                                             
2
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan 

Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) h. 108 
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pada kesepakatan/perjanjian awal. Modal disediakan seluruhnya oleh 

pemilik modal sampai suatu masa tertentu dimana modal tersebut 

dikembalikan secara utuh.  

 Dalam pembiayaan syariah mudharabah mempunyai 

implementasi spesifik dalam bentuk quasi equity  seperti obligasi 

konversi. Obligasi/ quasi equity dalam pasar modal syariah adalah 

suatu kontrak utang yang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar 

sejumlah keuntungan secara periodik menurut akad atau suatu bukti 

penyertaan dana dalam jangka panjang (seperti modal) tetapi dapat 

ditarik kembali sesuai akad.
3
 

 Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). 

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari 

jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal, kerugian yang timbul 

disebabkan oleh kecurangan atas kelalaian si pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

                                                             
3
 Gibtiah, Fikih Kontemporer ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 112 
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 Perjanjian mudharabah dapat berupa perjanjian formal dan 

informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Qurán, 

ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian 

mudharabah dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, 

sehingga dapat terhindar dari kesalah pahaman dan persengketaan di 

kemudian hari. 
4
 

 Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk 

pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah 

kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal 

dengan istilah pembiayaan. 

 Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang 

dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota 

peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan 

uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

memberikan bagi hasil yang disepakati.  

 BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum 

pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT 

bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis 

                                                             
4
 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 

138-139 
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pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, 

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. 

Tujuan analisis ini agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan 

benar-benar aman. 

 Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak 

selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian 

besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau non 

perfoming finance  (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan 

dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat 

dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar mejalankan usahanya 

sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana 

tersebut mengingkarinya.
5
 

 Pelaksanaan Pembiayaan yang dijalankan oleh BMT El Hamid 

156 Serang, terkusus pada modal kerja bagi masyarakat yang akan 

mengembangkan atau pun mendirikan usaha guna meningkatkan taraf 

ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa 

mempersempit angka pengangguran. BMT El Hamid 156 Serang dalam 

produk pembiayaan modal kerja yang didalam nya terdapat 

pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, dan pembiayaan 

                                                             
5
 Digilib.unila.ac.id diakses pada minggu tanggal 9 september 2018 pukul 

19.36 
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perdagangan, dan ketiga produk itu semua pada BMT El Hamid 156 

Serang ada pada pembiayaan mikro. Sejauh ini BMT El Hamid 156 

sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai perantara yang 

membantu melayani kelancaran peluang usaha para nasabah guna 

meningkatkan kualitas pelayanan di BMT tersebut, kadang kala selalu 

saja disalah gunakan oleh sebagian nasabah yang kurang berperilaku 

positif akan kepercayaan yang diberikan oleh BMT El Hamid 156 

Serang tersebut atau ada juga yang tidak bisa menepati janji seperti saat 

sudah jatuh tempo tetapi nasabah tidak bisa membayar angsuran 

dengan alasan usaha yang dijalankan nasabah tidak lancar. Sehingga 

ketika nasabah sudah mendapatkan modalnya nasabah tidak bisa 

menutupi pembayaran terhadap BMT atas apa yang telah ia dapatkan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam meneliti hal yang 

berkaitan dengan Pembiayaan Bermasalah yang bertujuan untuk modal 

kerja yang dilakukan oleh bidang mikro pada BMT El Hamid 156 

Serang. Sehingga bila mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pihak 

nasabah harus memenuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan 

sudah jelas bahwa dalam Al-Qurán (QS: Almaidah: 1) 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
6
 

 

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah 

disepakati bersama. Apapun kondisi yang dihadapi kita harus 

memenuhi komitmen tersebut. 

Di BMT El Hamid 156 Serang pastinya juga tidak bisa 

terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah.  

Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut, yang 

kemudian akan menuangkan penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah 

berupa skripsi dengan judul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MIKRO DALAM PEMBIAYAAN PIUTANG BERMASALAH 

(Studi Kasus di BMT El Hamid 156 Serang )” 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pelaksanaan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT El Hamid 

156 Serang, terkhusus pada pembiayaan modal kerja bagi 

                                                             
6
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) h. 86 
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masyarakat yang akan mengembangkan ataupun mendirikan 

sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta 

memperluas lapangan pekerjaan. 

2. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana 

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar 

sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam pembiayaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya pembiayaan piutang 

bermasalah pada BMT El Hamid 156 Serang dalam 

pembiayaan mikro? 

2. Bagaimana upaya BMT El Hamid 156 Serang dalam 

menangani pembiayaan piutang bermasalah dalam hal 

pembiayaan mikro? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka dekskripsi 

hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembiayaan 

piutang bermasalah dalam pembiayaan mikro pada BMT El 

Hamid 156 Serang. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 

BMT El Hamid 156 Serang dalam menangani pembiayaan 

piutang bermasalah dalam hal pembiayaan mikro. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

pengertian lebih jelas dalam penyelesaian pembiayaan mikro 

dalam pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk modal 

kerja khususnya pada BMT El Hamid 156 Serang dan 

umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas 

dari yang namanya kebutuhan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

informasi tentang penyelesaian pembiayaan mikro dalam 

pembiayaan bermasalah pada BMT El Hamid 156 Serang. 
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F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Di BMT Amanah Mulia Magelang”. Oleh Iwan Faisyal 

Tanjung Tahun 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di 

Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Rumusan 

Masalah adalah sebagai berikut: 

a. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di 

BMT Amanah Mulia Magelang? 

b. Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan 

bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang? 

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen 

Kabupaten Banyumas”. Oleh Anis Atul Ma’rifah Thun 2017 

Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwakerto. 

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di BMT 

Hanada Kebasen? 

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

perlaksanaan pembiayaan mudharabah apabila terjadi 

kerugian di BMT Hanada Kebasen tersebut? 
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3. Penelitian dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia 

Suruh”. Oleh Muhammad Asyhuri Tahun 2013 Fakultas 

Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga. Rumusan 

Masalah adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara pencegahan terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BMT Amal Mulia Suruh? 

b. Bagaimana cara penyelamatan terhadap pembiayaan 

bermasalah yang telah terjadi di BMT Amal Mulia Suruh 

da produk pembiayaan? 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dari BPR 

syariah, yakni menggunakan 3 prinsip yaitu: prinsip bagi hasil, sistem 

jual beli, sistem non-profit, akad bersyarikat, produk pembiayaan. 

 Produk pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

beserta bagi hasil dengan jangka waktu tertentu. 

- Pembiayaan al-Murabahah (MBA) 

- Pembiayaan al Bai’Bitsaman Ajil (BBA) 

- Pembiayaan al-Mudharabah (MDA) 
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- Pembiayaan al-Musyarakah (MSA) 

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru, tetapi 

produk tersebut harus memenuhi syarat: sesuai dengan syariat dan 

disetuhui oleh Dewan Syariah, dapat ditangani oleh sistem operasi 

BMT bersangkutan, membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
7
 

1. Pengertian Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu tuga BMT, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Calon anggota sebagai pelaku 

usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk 

jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum. 

Menurut Huda dkk pembiayaan menurut sifat penggunaannya 

dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: 

a) Pembiayaan usaha kecil (pembiayaan mikro syariah), yaitu 

pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang 

berpropfesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk 

mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan 

prasarana dan sarana usaha. 

                                                             
7
 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan 

Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) h. 112-113 
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b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan 

kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian 

barang elektronik, kendaraan dan rumah.
8
 

2. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah 

a) Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam 

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 

penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan 

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dalam akad pembiayaan. 
9
 

b) Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam 

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal 

seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya 

                                                             
8
 Eprints.iain-surakarta.ac.id diakses pada selasa tanggal 18 september 2018 

pukul 20.59 
9
 Ismail, Perbankan Syariah ( Jakarta: Kencana, 2011 ) h. 105 
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tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut 

tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan 

dampak negative bagi kedua belah pihak. (debitur dan kreditur). 

 Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam 

suatu pelaksanaan pembiayaan. Adimarwan A. Karim menjelaskan 

bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh 

adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
10

 

 

3. Deskripsi Tentang Mudharabah 

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan 

dengan mudharabah ini. Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan 

erat dengan implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan 

syariah adalah rukun dan syarat mudharabah, hak nafkah bagi amil 

dalam menjalankan usahanya, serta masa berakhirnya mudharabah. 

Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad 

(áqidayn) yang terdiri dari pemilik modal (rab al-mal), pengelola 

modal (amil atau mudharib), modal ( ra‟s al-mal), dan keuntungan 

(ribh). Bagi aqidayn disyaratkan cakap dalam tawkil dan wakalah, 

karena amil melakukan daya upaya dalam urusan rab al-mal. 

Sedangkan bagi ra‟s al-mal ditetapkan dalam 4 syarat, yaitu: 

                                                             
10

 Danifsunny.blogspot.com diakses pada selasa tanggal 18 september 2018 

pukul 21.34 
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1. Ra‟s al-mal mesti berupa mata uang (nuqud) yang berlaku 

dalam muamalah. Penetapan syarat ini disebabkan mudharabah 

merupakan bagian dari syirkah, sedangkan syirkah itu tidak sah 

kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari 

perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan menurut jumhur, 

sebagai upaya pencegah dari terjadinya ketidak tahuan 

keuntungan waktu pembagian. 

2. Ra‟s al-mal  diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui. 

Maka mudharabah itu mesti tidak sah. Karena ketidak tahuan 

ra‟s al-mal akan membawa kepada ketidak jelasan keuntungan. 

3. Ra‟s al-mal mesti sesuatu yang hadir bukan berupa utang. 

4. Ra‟s al-mal diserahkan kepada amil agar dapat berusaha dengan 

ra’s al-mal tersebut. Hal ini disebabkan ra’s al-mal merupakan 

amanat yang diberikan kepada amil. Oleh Karen itu, 

mudharabah itu tidak sah kecuali ada penyerahan.
11

 

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283: 

“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.
12

 

                                                             
11

 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015) h. 59-60 
12

 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) h. 78 
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4. Pembiayaan Kerjasama / Penyertaan modal 

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang 

atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. 

Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 

b) Hasil dan pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dalam dua cara: 

 Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 

 Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 

c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, 

pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Selaku 

pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
13

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam mengadakan suatu penelitian, pemilihan metode 

yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitia. 

                                                             
13

 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah Sebuah Pengantar (Jakarta: GP 

Press Group, 2014) h. 228 
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Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian. Ada dua jenis penelitian yang dapat 

digunakan sebagai pedoman penelitian yaitu: 

a. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat potivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapkan. 

b. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme atau pradigma interpretive, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak 

BMT El Hamid 156 Serang. Dalam penelitian ini yang menjadi 

responden adalah: 

 Manager BMT El Hamid 156 Serang  

 Pegawai Kantor pada BMT El Hamid 156 Serang 
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode 

pendekatan yuridis dan empiris, yaitu suatu metode yang meneliti 

data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer di lapangan. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

telah bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai pembiayaan di BMT El Hamid 156 

Serang. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan temoat dimana penulis memperoleh 

data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber 

data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di BMT 

El Hamid 156 Serang maka data ini berupa hasil dari observasi 

dan wawancara dengan para pihak di BMT El-Hamid 
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Pekarungan yang menangani serta terkait dengan masalah yang 

penulis teliti. 

b. Sumber Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat 

mendukung data primer. Metode dalam penelitian ini yang 

digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan 

informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan pihak 

yang ada di lapangan. 

 Wawancara  

Wawancara merupakam salah satu yang digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh . oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternative jawabannya pun telah disiapkan. 

 Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti 
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dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian 

pada BMT El Hamid 156 Serang. 

 Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, 

dan sebagainya. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data 

lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki 

lapangan dengan grand tour dan minitour question, analisis datanya 

dengan analisis domain.
14

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang 

digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi 

menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, 

                                                             
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014) h. 205 
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Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

BAB II Lembaga Profil Kelembagaan Yang Meliputi Letak 

Geografis, Sejarah Berdirinya BMT El-Hamid Pekarungan, Struktur 

Organisasi BMT El Hamid 156 Serang, Produk BMT El Hamid 156 

Serang, Visi dan Misi BMT El Hamid 156 Serang. 

BAB III Landasan Teori Yang Meliputi Akad Mudharabah, 

Pengertian Mikro, Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan 

Bermasalah, Unsur-unsur Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Manfaat 

Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Yang Meliputi Latar 

Belakang Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BMT El Hamid 

156 Serang, Mekanisme Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah, Dasar 

Hukum Pembiayaan, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan 

Bermasalah, Upaya BMT El Hamid 156 Serang Dalam Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah. 

BAB V Berisi Tentang Penutup, Yang Mana Dalam Penelitian 

ini Berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOPERASI BMT EL HAMID 

156 SERANG 

 
A. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT El Hamid 156 Serang 

Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) El Hamid 156 berdiri karena 

dilatar belakangi oleh keinginan yang besar untuk ikut serta dalam 

membantu usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan 

kegiatannya. Termasuk salah satu tujuan lainnya adalah kesejahteraan 

perekonomian Pengurus Dewan Kesejahteraan Mushola (DKM) dan 

jamaah pengajian Baitul Hamid. Salah satu faktor tidak berkembangnya 

usaha mikro kecil menengah adalah kesulitan dalam masalah 

permodalan, sementara itu banyak diantara pengusaha kecil kebawah 

yang tidak mengenal dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya 

dan sulit untuk mengaksesnya. 

Baitul maal wa-tamwil (BMT) El Hamid 156 yang berdiri sejak 

27 februari 2007 berdasarkan AKTA No. 002/BH/Bid.Kop/II/2007 

yang diterbitkan oleh kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Serang, dan berganti nama sesuai Keikut 

sertaannya di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada bulan 

maret tahun 2009 maka nama BMT Baitu hamid menjadi BMT El 
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Hamid 156. Kelahiran dan proses perkembangannya dipelopori oleh 

tokoh Masyarak Banten serta pelaku Bisnis Syariah yaitu H. Embay 

Mulya Syarief, Badan Waqaf Baitul Hamid dan jamaah Mushola Baitul 

Hamid mulai beroperasi pada Bulan April tahun 2007 sebagai salah 

satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memfokuskan 

layanan pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposan) dan 

menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang 

produktif atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi 

dan sosial masyarakat setempat. BMT El Hamid 156 berusaha 

melakukan penyaluran dana yang berasal dari sumber dana amanah 

untuk memberdayakan kelompok usaha mikro yang bergerak di sector 

informal.
15

 

 

B. Tujuan Koperasi BMT El Hamid 156 Serang 

Tujuan Koperasi BMT El Hamid adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya 

pengusaha kecil dan menengah. 

2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan 

pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha yang 

membutuhkan dana. 

                                                             
15

 Wawancara dengan Bapak Joni M Nuh, Selaku Ketua Pengelola di kantor 

BMT El Hamid 156 Serang, , pada tanggal 21 September 2018 
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3. Membebaskan umat/ pedagang/ pengusaha kecil dan menengah 

dari sistem bunga dan retenir. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping 

meningkatkan penghasilan umat Islam. terciptanya 

kemandirian dan kesejahteraan pengelola DKM dan 

masyarakat.
16

 

 

C. Lokasi Koperasi BMT El Hamid 156 Serang 

Lokasi koperasi BMT Syariah sudah menyebar diseluruh 

Indonesia dan sudah hampir menangkau keseluruh indonesia, lokasi 

yang menjadi penelitian yaitu di  Jl. Jiwantara 1 No. 1 Rt/Rw 01/01 

Kelurahan Kagungan Serang Banten.
17

 

 

D. Struktur Organisasi BMT El Hamid 156 Serang 

Adapun susunan pengurus, pengawas, pembina, penasihat serta 

pengelola harian adalah sebagai berikut : 

1. Susunan pengurus 

a. Ketua   : H.Ade Juhri 

b. Sekretaris  : Elah Suhaelawati 

                                                             
16

 Wawancara dengan Bapak Joni M. Nuh, Selaku Ketua Pengelola di kantor 

BMT El Hamid 156 Serang, , pada tanggal 21 September 2018 
17

. Wawancara dengan Bapak Joni M. Nuh, Selaku Ketua Pengelola di kantor 

BMT El Hamid 156 Serang, , pada tanggal 21 September 2018 
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c. Bendahara  : Siti Murniasih 

2. Susunan pengawas 

a. Ketua   : Syamsudin 

b. Anggota  : Jaenul Arifin 

3. Pembina dan Penasihat : H.embay Mulya Syarief 

4. Pengelola Harian 

a. Manajer  : Nani Junaeni 

b. Teller dan Admin : Iin Martinah 

c. Pembiayaan  : Joni M.nuh 

d. AO   : Dini Indillah 
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STRUKTUR ORGANISASI 

BAITUL MAAL WAT TAMWIL EL HAMID 156  SERANG 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi.
18
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E. Profil Lembaga  

Koperasi BMT El Hamid 156 telah melengkapi beberapa surat 

status kelembagaan yaitu Akta Koperasi BMT Nomor: 

022/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 

februari 2007. Sedangkan perizinan lain seperti: Domisili  Lembaga, 

surat izin: Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Produk Wajib Pajak 

(NPWP) telah di urus pada tahun 2008. 

1. Nama Lembaga  : Koperasi BMT El Hamid 

2. Tanggal Pendirian  : 27 Februari 2007 

3. Badan Hukum  : 002.BH/XI:/Bid.Kop/II/2007 

4. Akta Perubahan  : 36/BH/pad/518-BID:KOP/IX/2011 

5. Ket. Domisili Usaha : 503/16/Trantib/XI/2008 

6. SITU   : 503/16/X-TIB/2008/2008 

7. SIUP   : 3007/04190/PK/BPTPM/11 

8. NPWP   : 31.209.135.8-401.000 

9. TDP    : 300724604190
19

 

 

F. Visi dan Misi Koperasi BMT El Hamid Serang 

Visi KMBT El Hamid  “Sebagai Pelopor dalam Pemberdayaan 

Ekonomi”. Sedangkan misi KMBT El Hamid adalah sebagai berikut: 

                                                             
19

 Wawancara dengan Bapak Joni M. Nuh, Selaku Ketua Pengelola di kantor 

BMT El Hamid 156 Serang, , pada tanggal 21 September 2018 
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1. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpun dan penyalur 

dana dengan system syariah yang bersifat mudah, murah dan 

bersih. 

2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja 

investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf 

hidup. 

3. Mengembangkan system manajemen pengelolaan Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah 

4. Pengembangan sumber daya insani.
20

 

 

G. Produk BMT El Hamid Serang 

Produk Koperasi BMT El Hamid adalah sebagai berikut : 

1. Produk Simpanan 

a. Tabungan Jamaah Baitul Hamid (TAMBAH) 

b. Tabungan Pendidikan (TABDI) 

c. Tabungan Qurban dan Aqiqah (TABQI) 

d. Tabungan Wisata (TAWIS) 

2. Produk Pembiayaan 

a. Al-murabahah (MBA), jual beli barang dengan harga jual 

sebesar harga perolehan ditambahan keuntungan yang 

                                                             
20
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disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

b. Al-mudharabah (MDA), akad kerjasama usaha antar dua 

belah pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal 

(pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak 

kedua sebagai mudharib (pengelola dana) bertindak selaku 

pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah 

pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian 

ditanggung oleh pemilik dana sepanjang merupakan 

kelalaian pengelola dana. 

c. Al-Musyarakah (MSA), akad kerjasama antara dua pihak 

atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan 

risiko berdassarkan porsi kontribusi dana. 

d. Al-qard Hasan, akad pinjaman tanpa imbalan yang 

memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut 

selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam 

jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN BERMASALAH 

DAN PEMBIAYAAN MIKRO 

 

H. Akad Mudharabah 

1. Pengertian Akad Mudharabah 

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari 

pemilik dana (sahibul mal) kepada pengelola dana  (mudharib) 

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, 

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, mudharabah 

dapat berupa mudharabah mutlaqah atau mudharabah 

muqayyadah. 

Dalam penyaluran pembiayaan  bagi hasil berdasarkan akad 

Mudharabah, Undang-undang Perbankan Syariah memeberikan 

penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah 

akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul 

mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak 

kedua (amil, mudhararib, nasabah) yang bertindak selaku pengelola 

dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan 
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kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal kecuali jika pihak kedua 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian. 

Mudharabah mutlaqah untuk kegiatan usaha yang 

cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan 

mudharabah muqayyadah adalah mudharabah untuk kegiatan 

usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, 

dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 

 

2. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad 

Mudharabah 

Dalam pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah, bank 

syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang 

menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah 

bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan 

usahanya. 

Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan 

dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati 
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tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas 

dasar kesepakatan para pihak. 

Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam 

bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang 

atau tagihan. 

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah 

diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas 

jumlahnya. 

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah 

diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai 

atas dasar harga pasar (ner realizable value) dan dinyatakan secara 

jelas jumlahnya. Untuk mendapatkan penilaian yang objektif, maka 

penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa 

penilai yang independen. 

Pengembalian pembiayaan atas dasar akad Mudharabah 

dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus 

pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan 

atas dasar akad Mudharabah. 
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Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil 

usaha pengelola dana (mudharib) disertai bukti pendukung yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Karugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang 

dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (sahibul mal) 

adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra’su 

al-mal).
21

 

Adapun dasar hukum mudharabah adalah Al-Qurán surat Al-

Muzzamil [73] ayat 20 : 

ۚۚ

ۚۙ

ۙۖ

ۚۚ

ۙۚ

ۖ 
“sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 

yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. 

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan 

batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringan kepadamu, 
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 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
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karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qurán da 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan niscaya kamu 

mendapatkan (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling 

baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada 

Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
22

 

 

I. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah 

1. Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), setelah menimbang: 

a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan 

dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat 

menyalurkan pembiayaan dengan cara mudharabah, yaitu 

akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (malik. Shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh 

modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi 

di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituang dalam 

kontrak. 

b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan dengan syariah, DSN-

MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Bandung: 
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Mengingat Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 

“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…” 

 
 Hadis Nabi riwayat Thabrani: 

“Abbas bin Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar 
tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta 
tidak membeli hewan tenak. Jika persyaratan itu dilanggar, 
ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika 
persyaratan yang ditetapkan „Abbas itu didengar Rasulullah, 
beliau membenarkannya.”(HR. Ath-Thabrani dari Ibnu 
Ábbas).

23
 

 

J. Pembiayaan Mikro 

1. Pengertian Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha 

berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro 

(kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat 

menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. 
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Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut 

keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 

Januari 2003 adalah: 

a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan. 

b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun. 

c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta. 

 

2. Tujuan Pembiayaan Mikro 

Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena ada 3 

(tiga) hal, yaitu: 

a. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat 

terhadap layanan pembiayaan di Lembaga Keuangan (LK) 

Pelaksanaan. 

b. Lembaga Keuangan (LK) pelaksana sebagai agen pembangunan 

di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat 

mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor 

pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

c. Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 

Skim pembiayaan mikro syariah ini di desain untuk 

melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau 
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pengusaha mikro dan kecil yang bergerak disektor agribisnis. Skim 

ini selain memiliki karakteristik yang identic dengan pasar 

sasarannya yaitu sector mikro juga harus mampu memenuhi 

persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari peraturan 

Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-

prinsip syariah.
24

 

Adimarwan A. Karim menjelaskan bahwa Ilmu Ekonomi 

Mikro menjelaskan how dan why sebuah pengambialn keputusan 

dalam setiap unit ekonomi. Dalam mikro ekonomi konvensional 

akan mengilangkan nilai dan norma untuk pengambilan keputusan, 

sehingga perilaku seseorang dalam mencapai kepuasan diberikan 

kebebasan tanpa adanya batasan. Kepuasan pribtadi merupakan 

tujuan akhir dari setiap aktivitas ekonomi, sehingga setiap sesuatu 

yang menghalangi kepuasan dianggap tidak relevan meskipun 

bertantangan dengan nilai dan norma. Oleh itu, dalam ilmu 

ekonomi konvesional prilaku sosial (seperti zakat, sedekah, dan 

keadilan) tidak dapat dijelaskan dalam teori ekonomi. 

Berbeda dengan ekonomi konvensional pemikiran ekonomi 

Islam merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ekonomi 

                                                             
24

 digilib.uinsby.ac.id diakses pada senin 15 oktober 2018 pukul 19.42 



 41 

Islam merupakan bagian dari bentuk kesempurnaan Islam sebagai 

sebuah agama khittah yang menyempurnakan risalah agama 

sebelumnya. Sehingga ketika berbicara ekonomi Islam, maka tidak 

akan pernah lepas dari sumber utama Islam itu sendiri yakni Qurán 

dan Sunnah yang di dalam nya terdapat pedoman, nilai dan norma 

yang melekat bersama pribadi muslim. Oleh karena itu berbicara 

tentang ekonomi mikro Islam akan sangat banyak melihat 

bagaimana prilaku seorang muslim yang tidak hanya berorientasi 

pada kepuasan namun lebih mrnitik beratkan maslahah dengan 

menjaga nilai dan norma agama yang berlandaskan Al-Qurán dan 

Sunnah. Prilaku ekonomi muslim tidak hanya berorientasi pada 

kepuasan pribadi, tapi justru lebih melihat pada menjalankan peran 

sebagai khalifah dimuka bumi yang diatur berdasarkan syariat 

dimana tujuan akhir dari ekonomi adalah terciptanya maslahah 

dalam meraih falah. Untuk itu, pembahasan tentang distribusi 

(zakat, infaq, shadaqah) pelarangan riba, kerjasama, solidaritas 

ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam ekonomi 

mikro Islam.
25
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K. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang 

disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung 

investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 

demikian, ia senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis. 

Secara umum tujuan pembiayaan menyangkut dua hal; 

makro dan mikro. Secara makro ia bertujuan: (a) peningkatan 

ekonomi umat ; (b) tersedianya dana bagi peningkatan usaha; (c) 

meningkatkan produktivitas; (d) membuka lapangan kerja baru; (e) 

distribusi pendapatan. Adapan tujuan secara mikro adalah; (a) 

upaya memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko; (b) 

pendayagunaan sumber ekonomi; dan (c) menyalurkan kelebihan 

dana.
26

 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena 

berhubungan dengan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas 

yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana 

yang telah dikumpulkan oleh BMT oleh anggotanya. Pembiayaan 

dalam BMT adalah menganut prinsip syariah, yang dimaksud 
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prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 

Dalam Pinbuk pembiayaan adalah dana yang ditempatkan 

BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas 

dasar jual beli dan perkongsian (syirkah).
27

 

 

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut 

kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi 

dan kepatuhan nasabah pembiayaan yang memenuhi kewajiban 

untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaan. Demikian 

penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi: 

a. Lancar 

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, 

tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 

secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat. 
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b. Dalam Perhatian Khusus 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang 

yang tidak prinsipil. 

c. Kurang Lancar 

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok 

dan atau margin yang telah lewat 90 hari sampai 180 hari, 

penyampaian laporan keuangan secara tidak teratur dan meragukan, 

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat. Terjadi planggaran terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang 

untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 

d. Diragukan  

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. 

Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 

dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan 
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pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil 

terhadap persyaratan pokok perjanjian. 

e. Macet 

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi 

perjanjian piutang dan pengikat agunan tidak ada.
28

 

 

L. Unsur-unsur Pembiayaan 

1. Mitra Usaha/Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan, atau 

pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

2. Kepercayaan (Trust) 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 

yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi 

kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yanh diperjanjikan. 

3. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau 

kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak 

nasabah/mitra. 
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4. Risiko 

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan selalu 

mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena 

dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

5. Jangka Waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah 

untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan. 

Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka 

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka 

menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam 

melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. 

Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. 

6. Balas Jasa 

Sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan, maka 

nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang 

telah disepakati. 
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M. Fungsi Pembiayaan dan Manfaat Pembiayaan 

1. Fungsi Pembiayaan 

Secara perinci pembiayaan memilik fungsi antara lain: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang 

dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, 

hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat 

pembayaran, maka pembiayaan akan membantu 

melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang disepakati untuk 

memanfaatkan idle fund. 

Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi 

gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang 

idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. 

Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, 

apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, 

maka akan efektif, karena dan tersebut dimanfaatkan oleh 

pihak yang membutuhkan dana. 
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c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 

Ekspansi pembiayaan akan mendorong 

meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan 

peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. 

Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh 

pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang 

beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan 

harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat 

ekonomi yang ada. 

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki 

dampak kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), 

setelah mendapatkan pembiayaan, akan memproduksi 

barang, mengelolah bahan baku menjadi barang jadi, 

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan 

kegiatan ekonomi lainnya.
29

 

2. Manfaat Pembiayaan 

a. Bagi Bank 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana 

2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai 

pendapatan usaha yang dikelola nasabah. 
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b. Bagi Nasabah  

1) memenuhi kebutuhan modal usaha
30

 

2) mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang 

diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya 

tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan 

volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga 

kerja. 

3) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, 

misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, 

auransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk 

mendukung kelancaran pembiayaan. 

4) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi 

hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat 

meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang 

disalurkan. 

5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang 

menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter 

of credit, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa 

lainnya.
31
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N. Baitul maal wa-tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT 

Pada saat ini, bila kita melintas di jalan-jalan, baik di kota 

maupun daerah-daerah tidak jarang kita temukan papan-papan baik 

berukuran kecil maupun sedang di depan sebuah gedung atau ruko 

yang bertuliskan BMT. BMT ini merupakan singkatan dari 

Baitulmal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro 

yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat. Baitulma wa Tamwil 

(BMT), dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai 

Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga pendanaan 

alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. BMT 

adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

BMT pada saat ini berada di bawah pembinaan Pusat 

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Pinbuk (1995) menyatakan 

bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupa 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan 

prinsip syariah. Koperasi Baitul Tamwil (BMT) yang 

dikembangkan oleh Baitulmal Muhammadiyah dan Koperasi 

Syirkah Muawanah yang diikuti oleh pesantren-pesantren. Status 

legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih 
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dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan 

institusi pengembang. 

 

2. Fungsi BMT 

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: 

1) Baitulmal (bait = rumah, maal = harta) menerima titipan 

dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan 

distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang 

berhak (para asnaf) sesuai dengan peraturan dan amanah 

yang diterima. 

2) Baitut Tamwil (bait = rumah, at-Tamwil = Pengembangan 

harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi 

pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. 

 

3. Tujuan BMT 

BMT  bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan 

masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera, 

selain fungsi dan tujuan di atas , BMT juga mempunyai visi dan 

misi. 
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4. Visi dan Misi BMT 

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat disekitar 

BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan 

lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha 

Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, 

transparan, dan berkehati-hatian. 

Misi BMT adalah mengembangkan Pokusma dan BMT 

yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan 

berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar 

BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. 

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, 

maka BMT melakukan beberpa usaha: 

1) Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip 

bagi hasil/syariah. 

2) Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha 

muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan 

BMT. 

3) Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai 

pengembangan badan usaha sector riil (Busril) dari 

Pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendamping.
32  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
A. Latar Belakang Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada 

BMT El Hamid 156 Dalam Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan 

pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti 

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak 

menepati jadwal angsuran. 

Di BMT El Hamid 156 sendiri banyak pembiayaan piutang 

bermasalah, dan hampir semua lembaga keuangan baik Bank maupun 

Non-Bank pati ada pembiayaan piutang bermasalah, hanya saja 

porsinya yang membedakan. Pembiayaan bermasalah di BMT El 

Hamid 156 sendiri sudah mencapai lebih dari 30% karena ukuran yang 

sehat atau normal biasanya di bawah 30% tetapi di BMT El Hamid 

pembiayaan piutang bermasalah sudah lebih dari 30%. 

Ada 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di 

BMT El Hamid 156  yaitu : 

 



 54 

1. Faktor Internal 

Di  dalam faktor internal ini yang pertama, BMT tidak 

menerapkan studi kelayakan yang sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Prosedur), jadi ketika ada nasabah yang meminjam 

analisis nya masih kurang. Yang kedua, BMT begitu mudah 

mengeluarkan pembiayaan yang terkadang BMT tidak 

mengedepankan prinsip layak atau tidak layak tetapi malah 

mengedepankan prinsi enak atau tidak enak. 

2. Faktor Eksternal 

Di dalam faktor eksternal ini seperti misalnya karena usaha 

si nasabah bangkrut, tetapi pada dasarnya mayoritasnya yaitu 

karena adanya ingkar janji karena nasabah tidak melaksanakan apa 

yang telah dijanjikan sesuai akad yang telah disepakati, seperti 

misalnya dana pembiayaan tersebut dipakai untuk keperluan pribadi 

si nasabah seperti untuk konsumsi yaitu untuk membeli barang-

barang pribadi nasabah tersebut.
33

 

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 1 yang berbunyi: 
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“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”
34

 

 

B. Mekanisme Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah 

Mekanisme pemberian pinjaman kepada nasabah secara umum 

sama, biasanya pihak BMT meminta data-data dari nasabah dan 

sebelum data itu masuk, pihak BMT meminta kepada nasabah untuk 

mengisi formulir yang sudah disediakan karena semua pembiayaan 

sama jenisnya seperti itu, yaitu: Mudharabah, Murabahah, 

Musyarakah, bahkan Qardhul hasan juga sama. BMT juga akan 

meminta jaminan yang nilainya di atas Rp.5.000.000.- jaminan itu 

sendiri berupa surat-surat berharga seperti: sertifikat tanah/bangunan, 

bpkb kendaraan, atau juga berupa emas. 

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapat 

pinjaman 

a. Calon nasabah harus memberi pengajuan kepada BMT El 

Hamid 156. 

b. Calon nasabah diharuskan mengisi formulir 

Dari formulir ini BMT akan menganalisa kelayakan dan 

kemudian akan dilakukan survey.  
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c. Survey  

Survey ini dilakukan untuk memperkuat analisa pembiayaan 

apakah calon nasabah ini layak untuk dipercaya dan layak 

untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut atau tidak, 

kelayakan atau ketidak layakan ini akan dilakukan melalui 

survey dengan melihat apakah benar calon nasabah tersebut 

mempunyai usaha, apakah benar alamat yang diberikan calon 

nasabah tersebut, dan melihat dari keadaan rumah calon 

nasabah tersebut. Dan dari survey tersebut akan dijadikan 

analisa untuk mengeluarkan permbiayaan seperti misalnya 

sesuai atau tidak jumlah nominal yang diminta oleh calon 

nasabah untuk pembiayaan modal usahanya tersebut. 

Dengan melandaskan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 

283 yang berbunyi: 

“… maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…” (QS. Al-Baqarah 

[2]: 283).
35
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3. Cara Pembagian hasil secara mudharabah di BMT El Hamid 156 

Serang 

BMT akan mengambil melalui persentase dan biasanya 

sesuai kesepakatan di awal perjanjian saat peminjaman , tetapi 

biasanya BMT mendapatkan 2,5% dari nilai akad yang telah 

ditentukan. 

4. Jangka waktu angsuran 

Jangka waktu angsuran variatif nya yaitu: 

a. Ditentukan oleh seberapa besar jumlah plafon 

b. Kemampuan dalam pengembalian 

Jadi BMT harus menyesuaikan dengan jumlah plafond dan 

bagaimana tingkat kemampuan si nasabah dalam 

pengembaliannya, karena BMT sendiri tidak mau memberatkan 

nasabah dalam pengembalian pinjaman. 

5. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di BMT El Hamid 156 

Di BMT El Hamid 156 pembiayaan memakai akad 

Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan al-Qardhul Hasan, 

tetapi akad yang sering digunakan oleh nasabah adalah akad 

Mudharabah. 

 



 58 

a. Pembiayaan Murabahah (MBA) 

Pembiayaan berakad jual beli di mana prinsip yang digunakan 

sama seperti pembiayaan Baiú Bitsaman Ajil, hanya saja proses 

pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo. 

b. Pembiayaan Mudharabah (MDA) 

Pembiayaan dengan akad syirkah adalah perjanjian pembiayaan 

antara BMT dan anggota di mana BMT menyediakan dana 

untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya 

mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. 

c. Pembiayaan Musyarakah (MSA) 

Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT 

sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara 

risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang 

dengan porsi penyertaan. 

d. Pembiayaan al-Qardhul Hasan 

Pembiayaan dengan akad ibadah perjanjian pembiayaan antara 

BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak 

yang dapat diberi pinjaman ini.
36
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6. Jenis pembiayaan mikro di BMT El Hamid 156 

Semua yang ada di BMT ini bisa dipakai dalam pembiayaan 

(mudharabah, murabahah, musyarakah, Al-qardhul hasan) karena 

memang di BMT El Hamid sendiri kelasnya mayoritas mikro 

karena jika untuk makro kemampuan pendanaan di BMT ini belum 

kuat. Jika di Bank biasanya bisa menggarap keduanya mikro dan 

makro tetapi jika di BMT ini sendiri hanya menggunakan mikro 

saja.  

7. Ketentuan Pembiayaan: 

a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik 

dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib 

atau pengelola. 

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha) 

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariáh, dan LKS tidak 
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ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi 

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 

akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian. 

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib 

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan 

memperhatikan fatwa DSN. 

i. Biaya operasional dibebankan oleh mudharib. 
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j. Dalam hal penyandangan dana (LKS) tidak melakukan 

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, 

mudharib berhak mendapat ganti rugi yang telah dikeluarkan.
37

 

8. Rukun dan Syarat Pembiayaan : 

a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

cakap hukum. 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad), dengan memperhatikah hal-hal berikut: 

 Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

 Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

 Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 

atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha, dan modal 

BMT itu sendiri berasal dari DPK (dana pihak ketiga) yaitu 

nasabah-nasabah penabung. Jadi BMT di sini berfungsi sebagai 

mediator menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada 
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pihak yang membutuhkan, jadi orang yang meminjam itu wajib 

mengembalikan pinjamannya karena dana itu bukanlah milik 

BMT tetapi dana pihak ketiga yang suatu ketika akan diambil, 

pemberian pembiayaan mikro itu bernilai di bawah 10.000.000,- 

dan pembiayaan mikro ini hanya ditujukan untuk pengusaha 

kecil seperti pedagang, warung-warung kecil. 

Pemberian modal dengan syarat sebagai berikut: 

 Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

 Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut 

harus dinilai pada waktu akad. 

 Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad. 

d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 

dipenuhi: 

 Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak. 
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 Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 

harus dalam bentuk prosensi (nisbah) dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan. 

 Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudhrabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 

perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia 

dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 

 Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan. 

 Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 

tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

 Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam 

dalam tindakkannya yang berhubungan dengan mudharabah, 
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dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas 

itu. 

 

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Piutang 

Bermasalah 

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan 

Muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan 

dalam Al-Qurán dan Sunnah Rasul, asalkan tidak ada paksaan atau 

hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiata muamalat 

diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatkan 

dan dapat menghilangkan kemadaratan. 

Serta segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan 

keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau bertujuan 

menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam 

masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing 

dalam rangka kesejahteraan bersama. 

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam satu kegiatan yang 

menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, 

mengahargai dan mentaati norma yang ada. 
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Berkaitan dengan piutang bermasalah atau yang sering disebut 

kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang 

kredit macet, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 Allah 

berfirman:  

 

ۖ ۚ

“Dan jika (orang berutang itu)dalam kesulitan maka berilah 
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika 
kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu 
mengetahui”.

38
 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika debitur  berada 

dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga 

debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur 

dalam keadaan lapang maka ia wajib segera mengembalikannya, 

kebijakan ini juga yang diberikan oleh BMT El Hamid 156 kepada 

nasabah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan angsuran. 

Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di 

akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun 

ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus 

memegang nilai moral dan nilai keadministrasian. 
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Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung 

jawab akan janji-janjinya. Allah berfirman dalam QS. Al-isra’:34 yang 

berbunyi: 

ۡ ۡ ۖ ۡ ۡ ۡ
“…Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai 
pertanggung jawaban”.

39
 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janji dan 
akadmu.” (QS. Al-Maídah (05): 1) 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 
mengatakan apa yang kamu tidak lakukan?, amat besar 
kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tidak kamu lakukan.” (QS. Ash-Shaff (61): 2-3).

40
 

 

Orang yang memberi hutang mempunyai hak untuk meminta 

pembayaran kepada penghutang dan boleh berkata kasar jika dipersulit. 

Bahkan, hakim boleh memaksanya untuk melunasi hutangnya. Jika 

tidak mau, hakim boleh menahannya. Ibnu al-Mundzie berkata. 

“mayoritas ulama dan qadhi di berbagai wilayah yang aku hafal 

membolehkan menahan seseorang karena hutang.
41
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 Departemen Agama RI,  Al-Qurán dan Terjemahannya, (Bandung:  

Syaamil, 2012) h. 285 
40

 Imam Nawawi, Shahih Riyadhush-Shalihin, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk,  Ensiklopedi Fiqih 

Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya 

Wirokerten Indah, 2015) h. 247-248 
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Dalam hukum Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu 

kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang 

dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosalah 

orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan 

pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya dan merugikan 

orang yang memberi pinjaman tersebut, jadi jelaslah ini tidak 

diperbolehkan dalam Islam karena perbuatan ini termasuk dalam 

kategori merugikan orang lain.
42

 

 

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT El Hamid 156 

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah di BMT ini yaitu: 

1. BMT harus intensif melalui telepon atau pun mengirim pesan, atau 

pihak BMT datang ke tempat si nasabah. Dan penyelesaian melalui 

telepon ini sendiri terhitung tidak lebih dari 10 orang nasabah. 

2. Pihak BMT akan memberikan tempo selama 3 bulan kepada 

nasabah untuk dia melunasi angsuran pembiayaan tersebut, tetapi 

jika dalam 3 bulan berturut-turut belum bisa melunasi angsurannya 

maka nasabah akan dikenakan denda, dan denda itu biasanya 
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berupa nominal sebesar 0,01% dari pembiayaan outstanding. 

seperti jika nasabah meminjam modal melebihi harga jaminan yang 

di atas 5.000.000,- tersebut misalnya sebut saja 10.000.000,- jadi 

hitungannya 0,01% x 10.000.000,- = 100.000,- jadi per bulan 

nasabah tersebut terkena denda sebesar 100.000. Tetapi denda itu 

tidak menjadi pendapatan untuk BMT karena itu termasuk ke 

dalam pendapatan non-halal dan tidak boleh dikonsumsi, jadi 

denda itu akan diberikan untuk dana sosial.  

3. Pihak BMT juga akan memberi kebijakan dengan memberi diskon 

dengan mengurangi jumlah angsurannya sesuai kesanggupan 

nasabah, hal ini dilakukan untuk meringankan angsuran supaya 

nasabah lancar dalam angsuran saat jatuh tempo pembayaran. . 

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ishaq bin 

Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin 

Qais, dari Aid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 

ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

“Barang siapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) 

pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau 
membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya di bawah 
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naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya”.
43

 

 

4. Kebijakan yang diberikan BMT jika memang nasabah benar-benar 

tidak sanggup untuk pengembalian biasanya sebisa mungkin 

nasabah harus mengembalikan dana diluar yang bermasalah itu, 

meskipun hingga saat ini kebijakan itu dalam 1 tahun terakhir 

belum banyak memberikan hasil yang sidnifikan, apalagi kebijakan 

itu analisanya kurang dan meskipun agunan yang diberikan bernilai 

di atas Rp. 5.000.000,- 

Maka dari itu sejak ada pembiayaan macet ini maka 

ditetapkan bahwa di atas Rp. 5.000.000,- wajib ada jaminan dari 

nasabah , karena bagi lembaga keuangan manapun dengan jaminan 

saja nasabah masih sulit untuk mengembalikan pinjaman apalagi 

jika tidak dengan jaminan. Jaminan ini akan dieksekusikan atau 

dijual untuk menutupi hutang nasabah tersebut yang sedang 

outstanding pada BMT, tetapi eksekusi itu akan dilakukan jika 

nasabah tersebut memang sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar angsurannya. 

5. Write off (hapus buku) write off akan dilakukan jika nasabah 

terebut sudah meninggal dunia, tetapi meski dilakukan write off 

pihak BMT masih akan tetap memberi tagihan pembayaran kepada 
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keluarga nasabah yang meninggal dunia tersebut. Tetapi jika 

diawal perjanjian akad si nasabah mengalihkan tanggungan 

pembayaran kepada ahli waris jika suatu hari nasabah tersebut 

meninggal, maka write off tidak akan dilakukan, dan jika tidak ada 

ahli waris yang menanggung pembayaran tersebut, maka BMT 

akan melakukan hapus tagih, hapus tagih berarti BMT tidak akan 

memberikan tagihan tersebut pada pihak yang terkait tetapi 

sebelum dilakukannya hapus tagih pihak BMT akan melihat dulu 

keadaan keluarga si nasabah jika memang benar-benar tidak 

mampu lagi untuk meneruskan angsuran tersebut barulah hapus 

tagih itu akan dilakukan.  

Jadi kesimpulannya pihak BMT akan tetap memberikan 

tagihan angsuran tersebut sampai nasabah tersebut meninggal 

dunia dan walau nasabah sudah meninggal, pihak BMT akan tetap 

melakukan konfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan yaitu 

ahli warisnya, tetapi jika memang keluarga nasabah yang sudah 

meninggal dunia tersebut dalam keadaan ekonomi yang 

menyulitkan maka akan dilakukan hapus tagih dan write off  (hapus 

buku) meskipun kejadian-kejadian seperti ini memang merugikan 

bagi BMT tersebut.
44
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di 

BMT El Hamid 156 yaitu terlihat dari faktor internal dan 

eksternal, secara internal dimana pada BMT ini tidak 

menerapkan studi kelayakan yang sesuai dengan Standar 

Operasional proseduk atau yang di sebut dengan SOP, jadi 

ketika ada nasabah yang ingin meminjam pembiayaan pihak 

BMT kurang memperhatikan kriteria tertentu yang sudah 

ditetapkan oleh BMT sebelumnya antara lain disebabkan karena 

karakter nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam 

mengangsur pembiayaan, nasabah tidak jujur dalam 

mengajukan pembiayaan, penghasilan nasabah yang menurun, 

usaha nasabah yang tidak berkembang, jadi itu mengakibatkan 

kurangnya analisis yang didapat. 

2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT El Hamid 

156 Serang akan membangun kordinator khusus untuk 
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menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT juga akan 

intensif melalui telepon atau pun akan datang langsung ke 

tempat nasabah tersebut, pihak BMT akan memberikan tempo 

selama 3 bulan untuk nasabah melunasi angsuran 

pembiayaannya, tetapi jika si nasabah tersebut sudah meninggal 

dunia  dan tidak ada ahli waris yang akan menanggung 

angsuran pembiayaan tersebut, maka BMT akan melakukan 

write off (hapus buku). 

 

B. Saran 

1. Pemberian pembiayaan oleh BMT El Hamid 156 kepada 

nasabah sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketetapan prosedur 

yang sudah diterapkan, dan alangkah baiknya pihak BMT 

melakukan prosedur penerimaan pembiayaan dengan teliti dan 

selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah 

tersalurkan.  

2. perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan pembiayaan kepada 

nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal, dan perlu 

adanya denda kepada nasabah yang lalai dalam angsuran 

pembiayaan, sehingga tidak lagi merugikan BMT yang mudah 

dalam mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah. 
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